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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentangKeuanganNegarcf;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaanNegara; .

3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 15·Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
KeuanganNegara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahanDaerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang PerimbanganKeuanganantara PemerintahPusat dan
PemerintahanDaerah;. ',

6. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

~o

Mengil1lgat

a. bahwa pengawasan intern Pemerintah merupakan salah satu
unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka
mewujudkankepemerintahanyangbaik;

b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern Pemerintah di
Pusat yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah(API?) Pusatyang terarahdan terkoordinasi;

c. bahwa untukmaksudtersebut pada hurut a dan b perlu adanya
PKPT APIP Pusat Tahun 2007 yang ditetapkan dengan
PeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegara.
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Taufiq Eff~ndi

------IVU!mteriNegara
endayagunaan aratur Negara

Program pengawasan yang tidak tercantum dalam PKPT APIP
Pusat Tahun 2008 ini dapat dilaksanakan setelah masinq-rnasinq
APIP Pusat yang terkait melakukan koordinasi dan melaporkan
program tersebut kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara;

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,lg Pebruari 2008

PKPT APIP Pusat Tahun 2008 ini merupakan bagian dari Kebijakan
Pengawasan Tahunan maslnq-rnaslnq instansi Pemerintah Pusat;

PKPT APIP Pusat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi seluruh APIP Pusat
dalam melakukan pengawasan;

PKPT APIP Pusat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini;

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) PUSAT TAHUN 2008

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PERI03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan
Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-
2009

Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan.
Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi. dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

KELIMA

KEEMPAT

KETIC;A

KEDlJlA

PERTAMA

Menetapkan
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bertujuan membantu unsur manajemen pemerintahan dalam meningkatkan

kinerjanya. Dalam struktur tugas pokok dan fungsi APIP Pusat yang berlaku

pada saat lnl, tidak tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam
pelaksanaan tugas pengawasan intern Pemerintah di tingkat Pusat. Untuk

menghindari inefisiensi penggunaan sumberdaya pengawasan antar unsur

APIP itu perlu dilakukan koordinasi antara APIP Pusat dalam penyusunan
Program Kerja Pengawasan Tahunan. Untuk tahun 2008, hasil koordinasi

di Sekretariat Negara dan Kejaksaan Agung adalah unsur pengawasan intern

Pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin

terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang

I. Pendahuluan
Pengawasan intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang

panting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat

Penqawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan

intern Pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai

permasalahan dan perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap

kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, program kerja

pengawasan APIP perlu direviu setiap tahun, agar program pengawasan

tersebut dapat diarahkan kepada masalah-masalah aktual yang perlu

rnendapat antisipasi secara tepat dan cepat.

APIP Pusat yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat

Kementerian, Inspektorat Utamal Inspektorat Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND), Inspektorat di lingkungan TNII POLRI. unit pengawasan
..,

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (API?) PUSAT

TAHUN 2008

Lampiran Per.Men.PAN
Nomor: PERl03/M.PAN/02/2008
Tanggal: 19 Pebruari 2008
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instansi pemerintah dengan mengacu kepada Kebijakan Pengawasan
Nasional.

3. PenetapanUsulan ProgramKerja PengawasanTahunan (UPKPT)pada
masing-masing Instansi Pemerintah sebagai bagian dari kebijakan
pengawasantahunanpadamasing-masinginstansipemerintah.._

4. PelaksanaariRekonsiliasiPKPTurituk menslnkronlsasikanUPKPTBPKP
dan UPKPTAPIP Pusat lainnya.

5. Penetapan PKPT APIP Pusat dengan Peraturan Menteri Negara
PendayagunaanAparaturNegara.

III. Pendekatan
Penyusunan PKPT APIP Pusat tahun 2008 dilaksanakan melalui

tahap-tahapsebagaiberikut:
1. PenyusunanKebijakanPengawasanNasionalAPIP Tahun 2008 dengan

mengacu pada Peraturan Menteri N~gara Pendayagunaan Aparatur
NegaraNo.PERl03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret2007.

2. Penyusunan kebijakan pengawasan tahunan pada masing-masing

II. Tujuan.
TujuanPenyusunanPKPTAPIP Pusattahun2008 adalah:

1. Menciptakan sinergipelaksanaanpengawasanantarAPIP Pusat.
2. Menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pengawasan

antar APIP Pusat yang dapat menimbulkan pemborosan sumberdaya
pengawasan melalui pengaturan jadwal waktu pengawasan intern
Pemerintahdi tingkat pusatantaraBPKPdanAPI? Pusat lainnya.

3. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas informasi pemantauan dan
evaluasipelaksanaanpengawasanintern Pemerintah,baik padamasing
masinginstansiPemerintahdanpada tingkat nasional.

tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
APIPPusatTahun2008.
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V. Penutup

PK'PTAPIP Pusat merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengawasan intern Pemerintah di tingkat Pusat. Selain PKPT APIP

Pusat, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, terdapat PKPT Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri. Kedua PKPT tersebut

merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam rangka koordinasi

pengawasan intern pemerintah secara menyeluruh, Untuk mendapatkan

II manfaat yang maksimum dari PKPT APIP Pusat dan Daerah, diperlukan
t~.

IV. Ruang Lingkup PKPT

PKPT APIP Pusat tahun 2008 merupakan gabungan dari PKPT BPKP

dan APIP Pusat lainnya dengan obyek .pengawasan berupa

penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara di tingkat

Pusat. Dengan demikian PKPT ini tidak mencakup program pengawasan

terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang merupakan bagian

anggaran dari Departemen/Kementerian Negara, karena penyusunan PKPT

tersebut telah dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.

Pengawasan Intern terdiri atas:

1. Kegiatan utama berupa audit, evaluasi, monitoring, reviu, sosiaiisasi,

asistensi dan konsultansL

2. Kegiatan. penunjang berupa penelitian, studi, seminar, lokakarya dan

pelatihan di bidang pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan program pengawasan intern Pemerintah

Pusat tahun 2008, potensi tumpang tindih terbesar terjadi pada

pelaksanaan audit oleh BPKP dan APIP Pusat lainnya. Oleh karena itu

koordinasi pengawasan dititik beratkan pada pembagian jadwal waktu

audit antara BPK? dan APIP Pusat lainnya. Khusus untuk pengawasan

dalam lingkup TNI, koordinasi dilakukan antara Inspektorat Jenderal TN',

TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Jadwal pengawasan intern Pemerintah tahun 2008 dapat dilihat pada
lampiran 1/••sampai dengan 601••
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kedisiplinan dalam pelaksanaan PKPT baik di Pusat maupun di Daerah. Hasil

utama diharapkan adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan

sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan
dan penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.
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DAFTAR INDEK LAMPIRAN PKPT APIP PUSAT
TAHUN 2008

1. InspektoratJenderal DepartemenDalarnNegeri
2. Inspektorat Jenderal DepartemenLuar Negeri
3. Inspektorat Jenderal DeparternenKeuangan
4; mspektorat Jenderal DeparternenEnergi Surnbw DayaMineral
5. Inspektorat Jenderal DepartemenPerindustrian
6. Inspektorat Jenderal DepartemenPerdagangan
7. Inspektorat Jenderal DepartemenPertanian
8. Inspektorat Jenderal DepartemenKehutanan
9. Inspektorat Jenderal DepartemenPerhubungan
10. Inspektorat Jenderal DepartemenKelautan dan Perikanan
11. Inspektorat Jenderal DepartemenTenagaKerja dan Transrnigrasi
12. Inspektorat Jenderal DepartemenPekerjaanUrnurn
13. InspektoratJenderal DeparternenKomunikasi dan Informatika
14. .lnspektoratJenderal DepartemenAgama
15. Inspektorat Jenderal DepartemenPertahanan
16. Inspektorat Jenderal DepartemenKesehatan
17. Inspektorat Jenderal DepartemenPendidikanNasional
18. Inspektorat Jenderal DepartemenHukurndan HAM
19. Inspektorat Jenderal DepartemenSosial
20. lnspektorat Jenderal DeparternenKebudayaandan Pariwisata
21. lnspektorat Jenderal Markas BesarTNI
22. Inspektorat Jenderal TNIAD
23. Inspektorat Jenderal TNIAL
24. Inspektorat Jenderal TNIAU
25. lnspektorat PengawasanUrnumPolri
26. Ceputi Bidang PengawasanSekretariat Negara
27. Inspektorat UtamaBadan Perence==« PprnbangunanNasional (Bappenas)
28. Inspektorat UtamaBadan Intelejen Neg~ra (BIN)
29. Inspektorat LembagaAdrnlnistrasi Negara(LAN)
30. Inspektomt Arsip Nasional RI (ANRI)
31. Inspektorat Badan KepegawaianNegara(BKN)
32. Inspektorat PerpustakaanNasional (Perpusnas)
33. Inspektorat BadanMeteorologi dan Geofisika (BMG)
34. Inspektorat Badan Pusat Statistik (BPS)
35. Inspektomt Badan PengawasTenagaNuklir (Bapeten)
36. Inspektorat BadanTenaga Nuklir (Batan)
37. Inspektorat LembagaSandi Negara(Lemsaneg)
38. Inspektorat UtamaBadan Koordinasl KeJuargaBerencanaNasional (BKKBN)
39. Inspektoraftembaga Antariksa Nasional (Lapan)
40. lnepektorat Badan Koordinasi Survei dan PernetaanNasional (Bakosurtanal)
41. Inspektomt LernbagaIImu Pengetahuan Indonesia (L1PI)
42. Inspektoraf Badan Pehgkajian dan PenerapanTeknologi (BPPT)
43. Inspektorat Badan Koordinasi PenanarnanModal (BKPM)
44. Inspektorat Utarna.Badan PertanahanNasional (BPN)
45. Inspektomt Badan PengawasanObat dan Makanan(BPOM)
46. Inspektomt Badan$tandarisasi Nasional (BSN)
47. Inspektomt Badan PengawasanKeuangandan Pernbangunan
48. Inspektorat UtarnaLernbagaKetahananNasional (Lernhanas)
49. Inspektorat KementerianNegaraKoperasi dan UKM
5,0. Inspektomt KementerianNegaraPendayagunaanAparatur Negara
51. Inspektorat KementerianNegaraPerumahanRakyat
52. Inspektorat KementerianNegaraPemudadanOlah Raga
53. Inspektorat Kementerian NegaraLingkungan Hidup
54. Inspektomt Kementerian NegaraBUMN ,
55. Inspektomt KernenterianNegaraRiset dan Teknologi
56. Inspektomt KernenterianNegaraPembangunanDaerahTertinggal
57. Inspektomt KernenterianNegaraPemberdayaanPerempuan
58. Inspektorat Menko KesejahteraanRakyat
59. Inspektorat Menko Perekonomian
60. Inspektorilt Menko Politik, Hukum dan Kearnanan
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